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BAB V  

PENUTUP 

1.1 Simpulan 

Perlindungan hak masyarakat adat pubabu  atas pengelolaan hutan 

adat Pubabu-Besipae dapat dilakukan dengan cara pemberian hak sebagai 

berikut: mendapat perlindungan dari gangguan perusakan dan pencemaran 

lingkungan;mengelola dan memanfaatkan Hutan Adat dan Hutan Hak sesuai 

dengan kearifan lokal;memanfaatkan dan menggunakan pengetahuan 

tradisional dalam pemanfaatan sumber daya genetik yang ada di dalam 

Hutan Adat dan Hutan Hak;mendapat perlindungan dan pemberdayaan 

terhadap kearifan lokal dalam perlindungan dan pengelolaan Hutan Adat 

dan Hutan Hak;memanfaatkan hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu dan 

jasa lingkungan sesuai dengan fungsi hutan dan ketentuan peraturan 

perundang-undangan; danmemperoleh dokumen legalitas kayu. Namun 

belum sepenuhnya diberikan oleh Pemerintah hal ini disebabkan belum 

adanya pengakuan berupa Peraturan Daerah Kabupaten TTS dan juga 

Keputusan Bupati mengenai keberadaan Masyarakat adat Pubabu 

sebagaimana yang telah diamanatkan dalam konstitusi UUD NRI 1945 

sehingga masyarakat tidak kehilangan hak-hak konstitusionalnya dalam 

pengelolaan hutan adat Pubabu-Besipae. 
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1.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas maka, peneliti memberikan saran 

Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten TTS agar masyarakat adat Pubabu 

dapat memperoleh hak-haknya kembali makaPemerintah Daerah TTS dapat 

memberikan kepastian hukum berupa Peraturan Daerah dan Keputusan 

Bupati terhadap keberadaan Masyarakat adat Pubabu termasuk perlindungan 

terhadap hak-hak ulayat dan hutan adat sebagai pelaksananaan prinsip 

Negara hukum (Rechtstaat) dan tanggung jawab konstitusional serta 

perintah Peraturan-perundang-undangan pelaksananya. 
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